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TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMULIHAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa perencanaan dan pelaksanaan program-program rehabil itasi-
rekonstruksi yang terkoordinir secara rapi merupakan suatu hal yang
mendasar, penting, mendesak, dan sangat mernpengaruhi
keberlanjutan pembangunan Kota Banda Aceh dan kesejahteraan
warga masyarakatnya;

b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan proses rehabi l i tasi  dan
rel<onstruksi pasca gempa dan tsunami di Kota Banda Aceh, dan
untuk terintegrasinya proses perencanaan pembangunan yang telah
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c. bahwa dengan akan berakhirnya masa kerja Badarr Rehabil i tasi cjan
Rekontruksi (BRR) NAD-Nias, pada Bulan Apri l  2009, dibutuhkan
suatu kelembagaan forum yang dapat mendukung Pemerintah Kcta
Banda Aceh dalam mengembangkan mandat pemulihan kota secara
berkelanjutan dan berbasig pada pencapaian Mil lenium Development
Goals (Tujuan-tujuan Pembangunan Mil lenium);

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diat 'as perlu menetapkan suatu Peraturan
Walikota tentang Forum Pemulihan Kota Banda Aceh

Mengingat :  '1 .  Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daera i r
Otonom Kota Besar  dalam l ingkungan Daerah Propins i  Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 59,
tanrbahan Lembaran Negara No.1092)

Z.  Unclang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyeler lggaraan Negara
yang Bersi lr dan Bebas darl Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lerirbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tanrbahan lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Keistimiewaan Provinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pemUa-ngunan i lasional (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun

200a Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421)"
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Undang-Undang Nomor '10 Tahun 2004 Tentang Pembentul<an
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesii  Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Leribaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor 4389;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonror 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun
2005.tentang Peniitapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-'  Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ?008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Neoara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemer intah Penggant i  Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2005 Tentang Badan Relrabil i tasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumut (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429)',

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acel 'r
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4633).

10. Peraturan Pemerintah Nomot 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah T' ingkat l l  Banda Aceh (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3?47).

MENNUIUSI(AN

PERATURAN WALIKOTA
KOTA BANDA ACEH

TENTANG FORUM PEMULIHANMenetapkan :

BAB I
KETFNTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
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Forum Pemulihan Kota adalah forum koordinasi program, dialog antar kepentingan,
mediasi  pemecahan"masalah, dan sarana sosial isasi  yang mel ibatkan selurul t
pemangku kepentingan dari pemulihan dan pembangunan Kota Banda Aceh.
Pemangku kepentingan adalah para pihak yang bersifat kelompok, komunitas, dan
organisasi atau lembaga, yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap
proses pemulihan dan pembangunan Kota Banda Aceh.
Sekber (Sekretariat Bersama) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah
Kota Banda Aceh dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan
koordinasi dan 

'sinkronisasi dalam proses rehabil itasi dan rekonstruksi serta
mempererat kerjasama antara Badan Rehabil itasi dan Rel<onstruksi, Pemerintah
Kota Banba Aceh, dan Non Government Organization/Lernbaga Swadaya
MasyarakaVLembaga Donor.

BAB II
KEDUDUMN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Kedudukan Forum Pemulihan Kotar berada dibawah koordinasi
jawab kepada Walikcta.

2. Pertanggungjawaban, sebagaimana ditnaksud pada ayat (1),
terbuka, transparan, dan melibatkan part isipasi masyarakat.

dan bertanggung

dilakukan secara

Pasal 3

Forunt Pemulihan Kota mempunyaitugas sebagai berikut :
a. Mendukung p€rencanaan pembangunan Pemerintah Kota yang terintegrasi

dalam ski la- yang lebih luas dan berbasis pada pencapaian Mil l ienium
Development Goals (Tujuan-tujuatn Pembangunan Mitlenium)

b. Mendukung pros€s pembangunan pemulihan yang bertumpu pada masyarakat
secara partisipatif.

c. Bert indak sebagai penghubung utama clalam koordinasi, sinkronisasi, nrediasi,
dan fasilitasi untuk seluruh proses kegiatan pemulihan'

d. Mengidentif ikasi kebutuhan dan priori tas, mendiskusikan kebijakan dan
pembangunan, menyelesaikan masalah, melakukan monitoring dan evaluasi
ierhadap seluruh kegiatan yang herkaitan dengan, pemuliharr dan
pembangunan Kota Banda Aceh

Pasal 4

Forunr Pemulihan Kota Mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyediakan forum dan kesempatan bagiWalikota untuk berhubungan langsung

dengan perwakilan masyarakat dan berbagai penrangku keperrt ingan untuk

bersama-Sama menentukan pfiori tas, merencanakan, dan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan pemulihan pembangunan'

b. Mjnyediakai fasit i tas pelayanan satu pirrtu bagi para pelaku. pemulihan yang

ada maupun yang akan datang untuk mengetahui priori tas, kebutuhan, rencana

dan progiam yang sedang berjalan diwilayah Kota. Banda Aceh.
c. MenyedTakan' fdrum koordlnasi program, dialog kepentingan, mediasi

pemicahan masalah, dan sarana sosial isasi bagi Pemerintah Kota, rnasyarakat,

dan pemangku kepent ingan la in  dalam ruang l ingkup pemul ihan c jan
pembangunan Kota Banda Aceh.



Pasal 5

Dalam melaksanatan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4,
Forum Pemulihan Kota memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Memberikan usulan dalam program maupun kebijakan dari hasil koordinasi dan
fasil itasi diantara Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan.

b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan sanksi dari hasil monitoring dan
evaluasi terhadap program-program pemulihan dan kebijakannya.

c. Memberikan'reXbmenlasi i: lr iecahan nrasalah dari hasil mediasi dan dialog
kepentingan diantara pemangku kepentingan.

d. Menurtjuk pemangku kepentingan yang terkait dengan usulan atau rekomenCasi
untuk melaksanakan usulan atau rekomendasi tersebut,

BAB I I I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Forum Pemulihan Kota terdir i  dari Forum Pemulihan Kota dan
Sekretariat Bersama

Pasal 7

(1). Susunan kepengurusan Forum Pemulihan Kota terdir i  dari [(etua, Wakil  Ketua,
Ketua Harian, Wakil  Ketua Harian, Pelaksana Harian, dan anggota.

(2). Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran Peraturan ini.

(3). Kedudukan anggota, sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikelompokkan dalam
kelompok kerja-kelompok kerja yang bertanggungjawab terhadap bidang-bidang
strategis kota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal  8

(1). Keanggotaan dari Forum Pemulihan Kota bersifat terbuka dan menunjukkan
perimbangan antara kelompok pelaku pemulihan, penerima manfaat, dan
pengonti 'ol pemulihan.

(2). Setiap pemangku kepentingan yang berminat dan bersedia menjadi anggota Cari
Forum Pemulihan Kota dapat mendaftarkan dir i  ke Sekretariat Bersama.

(3). Setiap anggota diharapkan mewakil i  kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi dari
kelompok, komunitas, atau organisasinya.

,  BABV
BIDANG STRATEGIS

Forunr Penrulihan Kota memiliki 5
yai tu:

a.  Bidang penter intahan dan

Pasal  9

( l ima)  b idang st rategis  yarrg menjadi  perhat ian utama,

sumber daya aparatur.



b.  Bidang
c, Bidang
d. Bidang
e.  Bidang

ekonomi.
infrastruktur..
kepariwisataan.
pendidikan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa l  10

Peraturan Watifota ini mulai berlaku pada tanggal diundangxan.

Agar  set iap orang mengetahuinya,  memer inta l rkan pengunCangan Peraturan Wal ikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Diundanokan di Banda Aceh.
pada tan-ggal .3.t. ,31{(t. . . .Pq8....  zooa

SEKRETARIS DAERAH BANDA ACEH

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO8 NOMOR J'.
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SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PEMULIHAN KOTA BANDA ACEH,

BANDA ACEI]

'Wal ikota

WakilWalikota
Asisten Ekonomidan Pembangunan Sekda Kota
Kepala BAPPEDA Kota
Sekretariat Bersama
1. Kelompok pelaku pemulihan, yang terdir i  dari

a. SKPD yang terkait dengan masalah strategis,
b.  NGO.
c. lembaga donor,
d .  BRR,
e.  BRA,
f .  UN agencies,
g. l(ADlN,
h.  P2KP,
i. Instansi vert ikal Pemerintah, dan
j  Lembaga/proyekla innya. .

2. Kelompok penerima manfaat, terdir i  asosiasi-asosiasi
sosial kemasyarakatan yang mewakil i  unsur-unsur
a.  Pemuda,
b. Perempuan,
c. Nelayan,
d.  Petani ,
e .  Pedagang,
f. Buruh, r lan lain-lain.

3. Kelompok l lengontrol pemulihan, terdir i  Cari :
a .  Ulama,
b. Akadenrisi,
c. fu' ledia massa,
d.  LSM lokal ,
e. Organisasi mahasiswa,
f. Partai 1>olitik lokal,
g .  DPRK,
h. Partai pol i t ik nasional, dan kelompok atau

organisasi yang sejenis.

Ketua
Wakil Ketua
Ketua Harian
Wakil Ketua Harian
Pelaksana Harian
Anggota
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